
 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 25 TAHUN 1956 

TENTANG 
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPISI KALIMANTAN BARAT 

KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR *) 
 

Presiden Republik Indonesia, 
Menimbang : a. bahwa, mengingat perkembangan ketata-negaraan serta hasrat rakyat 

di Kalimantan dianggap perlu untuk membagi daerah otonom 
Propinsi Kalimantan sementara dalam tiga bagian, yaitu Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, masing-masing 
dalam batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan 
masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya 
sendiri sebagai daerah otonom Propinsi-pula;  

  b. bahwa, berhubung dengan pertimbangan ad a materi yang diatur 
dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1953 (Lembaran-Negara 
tahun 1953 No. 8) tentang pembentukan daerah otonom Propinsi 
Kalimantan perlu diganti dengan undang-undang dimaksud di bawah 
ini.  

  
Mengingat : 1. asal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar sementara;  
  2. ndang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia,  
  

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat: 
 

MEMUTUSKAN : 
  
I. Mencabut Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1953 tentang pembentukan daerah otonom 

Propinsi Kalimantan (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 8).  
  
II. Menetapkan : Undang-undang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom  Propinsi 

Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan Dan Kalimantan-Timur.  
  

BAB I. 
Ketentuan Umum. 

 
Pasal 1. 

  
 Daerah otonom Propinsi Kalimantan sebagai dimaksud dalam Undang-undang Darurat No. 
2 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 8) dibubarkan dan wilayahnya dibagi untuk 
sementara waktu menjadi tiga daerah tingkatan ke-I, yang berhak mengatur dan mengurus rumah-
tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas sebagai berikut:  



1. Propinsi Kalimantan-Barat, yang wilayahnya meliputi daerah- daerah otonom Kabupaten 
Sambas,Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas-Hulu dan Kota BesarPontianak, 
tersebut dalam pasal 1 ad. I No. 9 sampai dengan 15 Undang-undang Darurat No. 3 tahun 
1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 9);  

2. Propinsi Kalimantan-Selatan, yang wilayahnya meliputi daerah-daerah otonom Kabupaten 
Banjar, Hulusungai-Selatan, Hulusungai-Utara, Barito, Kapuas, Kotawaringin, Kotabaru, 
dan Kota Besar Banjarmasin, tersebut dalam pasal 1 ad. I No. 1 sampai dengan 8 
undang-undang darurat tersebut ad 1 di atas;  

3. Propinsi Kalimantan-Timur, yang wilayahnya meliputi Daerah- daerah Istimewa Kutai, 
Berau dan Bulongan tersebut dalam pasal I ad. II No.1 sampai dengan 3 undang-undang 
darurat tersebut ad 1 di atas.  

  
Pasal 2. 

  
(1) Pemerintah daerah otonom:  

1. Propinsi Kalimantan -Barat berkedudukan di Pontianak,  
2. Propinsi Kalimantan-Selatan di Banjarmasin dan  
3. Propinsi Kalimantan-Timur di Samarinda.  

  
(2)  Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka atas usul Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Propinsi yang bersangkutan dengan keputusan Presiden tempat kedudukan 
pemerintah daerah tersebut dalam ayat 1 di atas dapat dipindahkan ke lain tempat dalam 
lingkungan daerahnya.  

 (3)  Dalam keadaan darurat tempat kedudukan pemerintah daerah untuk sementara waktu oleh 
Gubernur yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.  

  
 Pasal 3.  
  
(1)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan dan 

Kalimantan-Timur masing-masing terdiri dari 30 anggota.  
(2)  Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah masing-masing Propinsi yang tersebut dalam 

pasal 1 adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, dengan ketentuan 
bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi, yang 
menjabat ketua merangkap anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi,  

  
BAB II.  

Tentang Urusan Rumah-Tangga dan Kewajiban-Kewajiban  
Propinsi.  
Bagian I.  

Urusan Tata-Usaha Daerah.  
Pasal 4.  

  
(1)  Propinsi dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, menyelenggarakan 

segala sesuatu yang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerah, antara lain:  
a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat serta pembagiannya menurut yang 

diperlukan;  
b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, 

perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik Propinsi, serta lain-lain hal untuk 
lancarnya pekerjaan pemerintahan daerah.  

(2)  Penyusun urusan-urusan Propinsi termaksud dalam undang- undang ini dilakukan menurut 



petunjuk-petunjuk Menteri yang bersangkutan.  
(3)  Guna melancarkan jalannya pekerjaan maka Propinsi menjalankan atau mengusahakan 

supaya dijalankan semua petunjuk-petunjuk teknis yang diberikan oleh Menteri yang 
bersangkutan.  

(4)  Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan agar Menteri yang bersangkutan 
masing-masing mengetahui jalannya hal-hal yang dilaksanakan oleh Propinsi, dengan 
mengirimkan laporan berkala kepada Menteri yang bersangkutan tentang hal-hal yang 
termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi.  

(5)  Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan supaya kepala atau pemimpin urusan 
Propinsi masing-masing memenuhi panggilan dari Menteri yang bersangkutan untuk 
mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan teknis yang termasuk pekerjaan 
kepala atau pemimpin urusan Propinsi itu masing-masing.  

  
BAGIAN II.  

URUSAN KESEHATAN.  
I. Tentang pemulihan kesehatan orang sakit.  

  
Pasal 5.  

  
(1)  Dengan tidak mengurangi kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah-daerah otonom 

bawahan, Propinsi mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit umum dan balai 
pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya.  

(2)  Rumah-sakit umum tersebut dalam ayat 1 dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan 
orang-orang sakit, terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu.  

(3)  Jika dipandang perlu Propinsi dapat mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit dan 
balai pengobatan khusus.  

  
 Pasal 6.  
  
(1)  Rumah-sakit dan balai pengobatan termaksud dalam pasal 5 diwajibkan memberi 

pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit, yang menurut 
syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, berhak menerima pertolongan 
tersebut dengan percuma, kecuali di tempat-tempat yang tertentu dimana oleh Pemerintah 
Pusat diberikan pertolongan yang dimaksud.  

(2)  Pemerintah Pusat tidak memberikan penggantian kerugian kepada Propinsi untuk 
pertolongan yang diberikan oleh rumah-sakit dan balai pengobatan menurut ayat 1 di atas.  

(3)  Untuk pertolongan klinis yang diberikan kepada anggota- anggota Angkatan Perang di 
tempat-tempat dimana tidak ada rumah sakit tentera atau orang-orang hukuman, 
Kementerian Pertahanan dan/atau Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian 
untuk pertolongan menurut tarip yang berlaku di rumah sakit Propinsi.  

  
 Pasal 7.  
  
 Propinsi mengadakan pengawasan atas rumah-rumah-sakit partikelir dalam lingkungan 
daerahnya dan rumah-rumah sakit sipil yang diselenggarakan oleh suatu Kementerian kecuali 
Kementerian Pertahanan, menurut petunjuk dari menteri Kesehatan.  
  
 
 Pasal 8.  
  



 Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, Dewan Pemerintah 
Daerah Propinsi membeli obat-obatan, vaccin dan alat-alat kedokteran yang diperlukan terutama 
dari persediaan Pemerintah Pusat.  
  
  
 II. Tentang pencegahan penyakit.  
 Pasal 9.  
  
 Dengan tidak mengurangi kekuasaan daerah otonom bawahan untuk menyelenggarakan 
dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air minum dan pembuangan kotoran, maka:  
  
a.Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dapat menentukan, bahwa penyelenggaraan 

pekerjaan-pekerjaan yang mengenai hal tersebut di atas dijalankan oleh dinas (urusan) 
Propinsi yang bersangkutan, dengan biaya Daerah otonom bawahan yang berkepentingan;  

b.dalam keadaan istimewa Propinsi - jika perlu dengan bantuan Pemerintah Pusat - dapat 
menyelenggarakan sendiri pekerjaan-pekerjaan mengenai hal yang dimaksud sub a di atas;  

c.untuk penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dalam sub a dan b, Propinsi terlebih 
dahulu harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.  

  
 Pasal 10.  
  
 Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu daerah otonom 
bawahan dalam usahanya untuk menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan 
air minum dan pembuangan kotoran, dan pada umumnya dalam segala hal-hal yang bersangkutan 
dengan usaha daerah-daerah otonom yang dimaksud tentang pencegahan penyakit dalam 
lingkungan daerahnya masing-masing.  
  
 Pasal 11.  
  
 Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menyelenggarakan pencacaran menurut 
peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.  
  
 III. Tentang urusan mengenai pemeliharaan kesehatan.  
  
 Pasal 12.  
  
(1)  Propinsi menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan 

penyakit rakyat, kecuali usaha-usaha yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan 
mengenai:  
a. pencegahan masuknya penyakit menular melalui darat, laut dan udara (kerantina);  
b. pemberantasan dan pencegahan penyakit pes;  
c. pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat, yang oleh 

Menteri Kesehatan ditentukan sebagai tugas Kementerian Kesehatan.  
 (2)  Daerah otonom bawahan dapat diwajibkan oleh Propinsi untuk turut menyelenggarakan 

usaha Propinsi dalam hal-hal yang termaksud dalam ayat 1 di atas.  
  
(3)  Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli keselamatan Propinsi memberikan 

pimpinan kepada pegawai-pegawai daerah otonom bawahan, dengan ketentuan bahwa 
Propinsi untuk pimpinan tersebut tidak dapat meminta ganti kerugian dari daerah otonom 
yang bersangkutan.  



  
 Pasal 13.  
  
 Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu daerah otonom 
bawahan dalam usahanya untuk menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang 
kesehatan rakyat, dalam hal mana termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik 
tentang soal-soal yang bersangkutan dengan kesehatan rakyat.  
  

IV. Tentang pendidikan tenaga-ahli kesehatan.  
Pasal 14.  

  
(1)  Propinsi dengan izin Menteri Kesehatan dapat menyelenggarakan pendidikan tenaga-ahli 

kesehatan, baik tenaga menengah maupun rendah, untuk mendapat ijazah Pemerintah 
menurut peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan.  

(2)  Propinsi dapat menyerahkan urusan pendidikan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini 
kepada daerah otonom bawahan dalam lingkungan daerahnya.  

  
V. Tentang kesehatan lain-lain.  

Pasal 15.  
  
(1)  Jika disesuatu tempat atau daerah timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit 

yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat-meminta kepada Pemimpin Dinas 
Kesehatan Propinsi, agar pegawai-pegawai Propinsi yang dibutuhkan diperintahkan untuk 
membantu tempat atau dimana peristiwa yang dimaksud di atas terjadi.  

(2)  Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat 1 itu menjadi beban Kementerian Kesehatan.  
  

BAGIAN III.  
Urusan Pekerjaan Umum.  

1. Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan  
dan gedung-gedung.  

  
Pasal 16.  

  
(1)  Dengan tidak mengurangi kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah otonom bawahan 

dalam hal ini, Propinsi:  
a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum, beserta 

bangunan-bangunan turutannya dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan 
lalu-lintas di atas jalan- jalan tersebut;  

b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penjahatan, 
seperti pembuluh air-minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya;  

c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai 
gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangga Propinsi:  

 (2)  Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga selekas-lekasnya menetapkan jalan-jalan mana pada 
waktu mulai berlakunya undang- undang ini akan dikuasai oleh Propinsi-propinsi yang 
bersangkutan dan yang mana yang menurut pasal 17 ayat 1 sub a Undang-undang Darurat 
No. 3 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 9) tentang pembentukan daerah 
otonom tingkat Kabupaten di Kalimantan, dikuasai oleh masing-masing daerah otonom 
bawahan itu.  

 (3)  Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu daerah otonom 
bawahan dalam usahanya untuk menyelenggarakan urusan jalan-jalan umum, 


